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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR BIAYA PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

INFORMASI PUBLIK KEMENDAGRI

Bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik yang
berkualitas perlu disusun standar operasional prosedur dan
standar biaya pelayanan informasi publik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar
Biaya Pelayanan Informasi Publik Kemendagri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Perturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR BIAYA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENDAGRI

Menetapkan standar operasional prosedur penetapan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik vang telah disahkan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

Menetapkan standar operasional prosedur
pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;



KETIGA - Menetapkan standar operasional prosedur
pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang telah
disahkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran vang
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Keputusan ini;

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum
dalam diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga menjadi pedoman
dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;

KELIMA 2 Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik
kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya;

KEENAM - Dalam hal pemochon ingin mendapatkan salinan informasi
melalui pengiriman jasa pos atau kurir dikenakan biaya
sesual dengan ketentuan biaya pada kantor pos dan kurir;

KETUJUH 3 Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal, Kepala Badan, Inspektur
Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

2. Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
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NAMA SOP perasional Prosedur Penetapan
4 F r'sdckumemaslan Informasi Yang Telzh Disahkan
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKAS] PELAKSANA : |

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 1. Memiliki pangetahuan dasar peraturan perundang-undangan terkait
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- pelayanan informasi publik;

Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Ketarbukaan Informasi Publik 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri 4. Memiliki kemmapuan kerjasama tim;

dan Pemerintahan Daerah 5. Mampu mengoperasikan peralatan computer dengan baik,

4, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

| KETERKAITAN : T o PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP penetapan dan pemutakhiran DIP 1. Komputer;
SOP pengarsipan 2. Printer;

3. Alat tulis kantor;
! ) 4. Jaringan internet;




5. Flle organizer.

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan informas| publik akan Disimpan dalam bentuk hardeopy dan softcopy
terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum,

! Mengumpulkan data pendukung isposisi 45 Menif poran
informasi publik sesuai yang telah B
disampaikan kepads PPID Utama

2 | Mengolah informasi publik dalam + Bahan informasi | 30 menil Laporn
bentuk soft file pdf sebelum publik
diunggah atau disampaikan kepada
PPID Utama |

3 | Menyampaikan soft file informasi A Sofi file informasi | 30 menit Laporan
publik yang akun diunggah pada " publik
sistem informasi kepada PPID
Utama {

4| PPID Pembantu menyimpan arsip | Hard copy dan | 30 menit Laporan
infarmasi publik sesuai dengan Soft copy
ketentusn pengarsipan yang berlaku T informasi publik

5 | Informasi publik secarm Informasi Publik | 30 menit Laporan
otomaltisdapat diakses oleh B
masyarakat wnyum




